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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Penyebaran perkara pertanahan di Kabupaten Sleman cenderung 

meningkat pada daerah dengan tingkat kemajuan ekonomi yang 

berkembang seperti Kecamatan Depok, Gamping, Godean dan 

Prambanan. Umumnya perkara pertanahan terjadi di daerah yang 

berbatasan dengan wilayah administrasi lain seperti Kecamatan Kalasan, 

Prambanan, Berbah, Godean, Depok dan Ngaglik. Sedangkan pada 

daerah dengan tingkat ekonomi, social dan budaya yang sedang, perkara 

pertanahan justru tidak muncul (lihat lampiran 4b dan lampiran 4c). 

2. Penyebab munculnya perkara pertanahan di Kabupaten Sleman adalah 

berasal dari masyarakat Kabupaten Sleman, manajemen pertanahan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta didukung oleh 

berkembangnya factor social, pendidikan, politik, ekonomi dan budaya. 

3. Tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehubungan 

dengan keputusan pengadilan dapat dijelaskan bahwa dalam penanganan 

dan penyelesaian perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1999, PMNA/Ka.BPN Nomor 3 
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tahun 1999, PMNA/Ka. BPN Nomor 9 tahun 1999 serta PMNA/Ka. BPN 

nomor 30 tahun 1999 junto Keputusan Kepala Badan Pertanahan No. 34 

Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan. 

Sesuai dengan contoh perkara yang ada dari tahun 2007 hingga tahun 

2010 yaitu meliputi pembatalan hak atas tanah, pencabutan, pemblokiran 

dan lain sebagainya. 

 

B. Saran. 

Saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Agar penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu 

maupun biaya maka penyajian dokumen pertanahan yang ada hendaknya 

lebih tertib dan dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya  

berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan tidak 

ditemukan; 

2. Perlunya anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan tugas dengan 

adanya permintaan saksi dari pengadilan maupun dari kepolisian; 

3. Perlu semakin baiknya koordinasi antar seksi yang terkait dalam 

penanganan kasus dan sistem basis data pemnyimpanan dokumen/ 

wakrkah yang semakin baik agar mempermudah penyajian dan 

penyelesaian masalah pertanahan; 



    

130 
 

4. Untuk lebih memudahkan dalam analisis dan pengelolaan pertanahan 

yang baik maka perlu adanya peta penyebaran perkara, sengketa maupun 

konflik pertanahan; 

5. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia untuk menangani dan 

menyelesaikan masalah pertanahan khususnya perkara pertanahan; 

6. Dalam perencanaan anggaran, perlu alokasi dana untuk pengadaan saran 

prasarana guna mendukung kegiatan penanganan perkara seperti laptop, 

komputer dan pendukung lainnya; 

7. Perlunya penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 

3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai 

upaya untuk meminimalisir meningkatnya perkara pertanahan dan 

sebagai upaya untuk menindak lanjuti setiap putusan pengadilan agar 

lebih efektif dan efisien. 
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